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PERATURAN DAERAH
MOR 4 TAHUN 2006

TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsSaA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: bahwa untyk Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1),

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Repubiil Indonesia Tahun 29 Omor 126,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor 3984)

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang
Penagihan Pajak dengan surat paksa { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8
Tahun 19881 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor & , Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesai Nomor 3058);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999
Tentang Angkutan Perairan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor : 3532);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau .

4. Otorita Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau
Batam.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau.

8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat,
dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan.

7. Alat alat berat adalah alat alat yang secara fisik jauh lebih besar dan
lebih berat dari kendaraan bermotor pada umumnya, yang dapat
bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen serta
digunakan bukan pada jalan umum, tetapi kawasan pelabuhan,
industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.

8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut
bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
dengan dasar plat kuning dan huruf hitam.



